
 

 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.329, 2016 KEUANGAN. Penyertaan. Modal. Penambahan. BUMN. 
PT Indonesia Asahan Aluminium. 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 76 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 

PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan 

meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, perlu 

melakukan penambahan penyertaan modal Negara 

Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang 

berasal dari pengalihan Barang Milik Negara berupa aset 

tanah Otorita Pengembangan Proyek Asahan seluas 

1.211,10 ha (seribu dua ratus sebelas koma sepuluh 

hektar are) yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, 

Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten 

Simalungun; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta 

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2016, No.329 -2- 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Angaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik 

Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara 

pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4555); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE 

DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN 

(PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM. 

 

Pasal 1 

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan 

penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang 

statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 

tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan 

Aluminium. 

 

Pasal 2 

Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari pengalihan Barang Milik 

Negara berupa aset tanah Otorita Pengembangan Proyek 

Asahan seluas 1.211,10 ha (seribu dua ratus sebelas koma 

sepuluh hektar are), dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Pemerintah ini. 

 

Pasal 3 

Nilai penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari 

pengalihan Barang Milik Negara berupa aset tanah Otorita 

Pengembangan Proyek Asahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

 

Pasal 4 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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